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ABSTRACT

Indonesia's coastal communities have great potential in managing marine resources but are still trapped in
various challenges, especially interms of environmental awareness. Poverty, low education levels,and cognitive
biases such as statusquo bias make them increasingly marginalized from environmental policies. Lack of trust in
institutions and the dominance of individualistic values further exacerbate the disengagement of coastal
communities towards collective action. In addition, the high use of single-use plastics is triggered by economic
factors and the lack of incentives to switch to more environmentally friendly behavior. This study uses a
behavioral accounting approach and Systematic Literature Review (SLR) to understand how economic and
psychological factors shape the behavior of coastal communities toward environmental issues. The results of the
analysis show that without incentive-based policies and more systematic education, behavior change is difficult
to occur. Therefore, a co-management approach that actively involves communities in natural resource
management is needed, as well as incentive-based strategies that can foster a sense of ownership of
environmental policies. With the right interventions, inclusive and sustainable coastal development can be
achieved, bringing ecological benefits and community welfare together.

ABSTRAK

Masyarakat pesisir Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya laut, namun masih terjebak
dalam berbagai tantangan, terutama dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Kemiskinan, rendahnya tingkat
pendidikan, serta bias kognitif seperti status quo bias menjadikan mereka semakin terpinggirkan dari kebijakan
lingkungan. Kurangnya kepercayaan terhadap institusi dan dominasi nilai individualisme semakin memperparah
disengagement masyarakat pesisir terhadap aksi kolektif. Selain itu, kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai
yang tinggi dipicu oleh faktor ekonomi dan kurangnya insentif untuk beralih ke perilaku yang lebih ramah
lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan akuntansi keperilakuan dan Systematic Literature Review
(SLR) untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan psikologis membentuk perilaku masyarakat pesisir
terhadap isu lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang berbasis insentif dan edukasi
yang lebih sistematis, perubahan perilaku sulit terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan co-management
yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, serta strategi berbasis insentif
yang dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan lingkungan. Dengan intervensi yang tepat,
pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat bagi ekologi dan
kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

Kata kunci: pesisi; akuntansi keperilakuan; co-management; pemberdayaan

1. PENDAHULUAN Indonesia. Setidaknya 25% nelayan di Indonesia

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau,
memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang
melimpah. Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia
mencakup 11 sektor dengan nilai sekitar USD 1,4
triliun  (BRIN, 2024). Namun, potensi ini belum
sepenuhnya terwujud dalam kontribusi nyata
terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan 11l
tahun 2024, sektor perikanan menyumbang 2,25%
dari PDB Indonesia (KKP, 2024). Permasalahan
pengelolaan sumber daya kelautan tidak hanya pada
rendahnya kontribusinya terhadap PDB Indonesia,
tetapi juga pada rendahnya kesejahteraan nelayan
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hidup di bawah garis kemiskinan (BRIN, 2023).
Salah satu indikator rendahnya optimalisasi
potensi perikanan Indonesia adalah kesejahteraan
nelayan yang masih tertinggal. Jumlah nelayan di
Indonesia terus mengalami penurunan dalam satu
dekade terakhir sebagaimana dilaporkan oleh
dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir
2021. Pada tahun 2010 jumlah nelayan tercatat
sebanyak 2.16 juta orang. Namun pada tahun 2019
lalu, jumlahnya tercatat hanya 1.83 juta orang.
Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah
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nelayan sebanyak 330.000 orang dalam kurun waktu
tahun 2010-2019 (Walhi, 2022).

Tidak hanya nelayan tangkap, nelayan
budidaya juga mengalami penurunan drastis. Jumlah
nelayan pada tahun 2012 sebanyak 4,5 juta jiwa,
tetapi pada tahun 2020 jumlah tersebut berkurang
lebih dari setengahnya dan menyisakan 2,2 juta jiwa
(KKP, 2023). Penurunan ini tidak hanya
mencerminkan  tekanan ekonomi, tetapi juga
kompleksitas masalah seperti akses pendidikan,
terbatasnya  pengetahuan manajerial,  serta
pengelolaan sumber daya yang tidak efisien.

Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat
pesisir menjadi salah satu penghalang utama. Data
dari  Direktorat  Sekolah  Dasar  (DITPSD)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi yang menunjukkan 80% nelayan kecil
hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat
SMP (Doaly, 2023). Keluarga dengan ekonomi
rendah ditambah rendahnya pendidikan yang
dimiliki, akan menjadikannya kesulitan dalam
membuat perencanaan keuangan (Cheng et al,
2023)

Pendidikan yang rendah juga mengurangi
kemampuan nelayan untuk memahami dan
mengaplikasikan teknologi atau metode baru dalam
pengelolaan perikanan. Kurangnya pemahaman ini
memperburuk lingkaran  kemiskinan, di mana
nelayan tidak dapat meningkatkan hasil tangkapan
atau diversifikasi usaha mereka. Akibatnya, mereka
cenderung bergantung pada praktik tradisional yang
kurang adaptif terhadap tantangan modern, seperti
perubahan iklim dan fluktuasi pasar.

Selain tantangan ekonomi, komunitas pesisir
menghadapi ancaman serius dari pencemaran
lingkungan. Plastik sekali pakai menjadi salah satu
penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Plastik
yang dibuang sembarangan akan terurai menjadi
mikroplastik, yang kemudian mencemari perairan
dan masuk ke rantai makanan (Chen et al., 2021).
Biota laut, seperti penyu dan ikan, sering Kkali
terperangkap atau mengonsumsi plastik, yang pada
gilirannya memengaruhi  kualitas ikan yang
dikonsumsi manusia.

Kajian Ocean Health Index (OHI) pada tahun
2020 menjelaskan bahwa Indonesia menempati
peringkat ke-137 dari 221 negara berdasarkan
tingkat kesehatan lautnya dengan skor 65 dari skala
100. Skor tersebut berada cukup jauh di bawah rata-
rata dunia, yaitu 71. Berdasarkan kajian yang sama,
kondisi lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya,
yakni tahun 2019 (Clawson & Frazier, 2020).

Pencemaran plastik tidak hanya
membahayakan ekosistem, tetapi juga berdampak
pada ketahanan pangan masyarakat pesisir. Sebagai
sumber protein utama, ikan berperan penting dalam
pemenuhan gizi masyarakat pesisir. Namun,
pencemaran mikroplastik menurunkan kualitas ikan,
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yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan
manusia. Ketahanan pangan menjadi semakin
terancam, terutama di kalangan anak-anak, yang
rentan terhadap masalah gizi buruk, termasuk
stunting.

Krisis iklim merupakan tantangan besar lain
yang dihadapi masyarakat pesisir. Pemanasan global
telah menyebabkan peningkatan suhu air laut, yang
mengubah pola migrasi ikan. Banyak spesies ikan
bermigrasi ke daerah yang lebih dingin, seperti ke
arah kutub atau perairan yang lebih dalam (Pinsky et
al., 2013). Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil
tangkapan nelayan di wilayah tropis seperti
Indonesia.

Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2022) melaporkan bahwa perubahan iklim
akan semakin memperburuk ketahanan pangan di
wilayah tropis. Penurunan stok ikan di perairan
Indonesia tidak hanya mengancam pendapatan
nelayan, tetapi juga mengurangi akses masyarakat
terhadap sumber protein hewani yang penting.
Kekurangan akses ini berdampak langsung pada
kesehatan anak-anak, yang menghadapi risiko
defisiensi nutrisi.

Stunting menjadi salah satu dampak nyata dari
kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Pada
tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia
mencapai  24,4% (Quamme & Iversen, 2022).
Masalah ini menghambat perkembangan fisik dan
kognitif anak, mengurangi kapasitas mereka untuk
berkontribusi secara produktif di masa depan. Krisis
iklim, yang memperburuk akses terhadap ikan
berkualitas, dapat memperpanjang siklus kemiskinan
di komunitas pesisir.

Sebagai respons terhadap ancaman perubahan
iklim dan kerusakan lingkungan, mitigasi berbasis
alam menjadi solusi yang relevan. Ekosistem
mangrove memiliki peran penting dalam melindungi
wilayah pesisir dari abrasi, banjir, dan rob. Selain
itu, mangrove berfungsi sebagai tempat budidaya
ikan dan kepiting, yang mendukung ketahanan
pangan masyarakat pesisir.

Mangrove juga menjadi penyimpan karbon
alami yang efektif, membantu mengurangi dampak
pemanasan global. Dengan memperluas program
rehabilitasi mangrove, masyarakat pesisir dapat
memperoleh manfaat ganda: perlindungan dari
bencana alam dan peningkatan kesejahteraan melalui
perikanan  berkelanjutan.  Program-program ini
membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk
nelayan terdidik, yang dapat memainkan peran kunci
dalam keberhasilannya.

Ironisnya, nelayan terdidik yang diharapkan
menjadi agen perubahan justru sering kali
menunjukkan ketidakpedulian terhadap aksi kolektif.
Akuntansi perilaku memberikan wawasan mendalam
tentang fenomena ini. Perspektif ini menyoroti
bagaimana faktor psikologis, sosial, dan budaya
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memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.
Salah satu alasan utama adalah kurangnya
kepercayaan terhadap institusi dan aksi kolektif
(Falah & Aptasari, 2023). Nelayan terdidik
cenderung merasa bahwa usaha mandiri lebih
menjanjikan dibandingkan partisipasi dalam aksi
kolektif. Selain itu, nilai-nilai individualisme yang
berkembang di  kalangan nelayan terdidik
bertentangan dengan budaya gotong royong yang
biasanya kuat di komunitas pesisir.

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik  juga
memainkan peran penting. Rendahnya insentif
ekonomi untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif
membuat  banyak nelayan terdidik enggan
melibatkan diri. Mereka cenderung fokus pada
keuntungan jangka pendek daripada investasi dalam
solusi kolektif yang memerlukan waktu dan usaha
lebih (Acheson, 1981; Suhartanti, 2022). Faktor
sosial dan ekonomi memperburuk ketidakpedulian
ini. Pencemaran lingkungan, fluktuasi harga hasil
tangkapan, dan tekanan ekonomi membuat banyak
nelayan merasa lebih aman dengan mengelola usaha
mereka sendiri. Ketakutan akan risiko kegagalan
kolektif menjadi salah satu alasan utama mengapa
nelayan  terdidik cenderung  memilih  jalur
individualisme (Zulfa & Susanti, 2023).

Selain itu, perilaku konsumtif yang masih
dominan di komunitas pesisir turut memengaruhi
pola pikir ini. Ketergantungan pada kebutuhan
jangka pendek menghambat upaya untuk
membangun keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Sebagian besar nelayan lebih memilih untuk
memenuhi kebutuhan mendesak  daripada
berinvestasi dalam proyek jangka panjang yang
memerlukan komitmen kolektif (Falah & Aptasari,
2023).

Untuk mengatasi fenomena ini, dibutuhkan
pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah,
masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pemerintah desa, misalnya, dapat memainkan peran
strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya aksi kolektif. Dengan memanfaatkan
dana desa, pelatihan tentang pengelolaan sumber
daya dan mitigasi berbasis alam, seperti rehabilitasi
mangrove, dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selain  itu, penguatan regulasi terkait
penggunaan plastik sekali pakai dan promosi bahan
ramah lingkungan sangat penting. Kebijakan ini
perlu diiringi dengan insentif yang mendorong
partisipasi masyarakat, seperti subsidi atau
penghargaan untuk komunitas yang berhasil
mengurangi pencemaran lingkungan.

Dari perspektif akuntansi perilaku, penting
untuk mengidentifikasi faktor-faktor ~ yang
memotivasi nelayan terdidik untuk berkolaborasi.
Pendekatan berbasis komunitas yang mengutamakan
insentif sosial, seperti pengakuan atau penghargaan,
dapat membantu meningkatkan partisipasi. Program-
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program ini harus dirancang untuk menciptakan
kepercayaan dan rasa memiliki di kalangan nelayan,
sehingga mereka melihat aksi kolektif sebagai solusi
yang menguntungkan.

Ketidakpedulian terdidik di komunitas pesisir
merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi.
Meskipun banyak penelitian menyoroti tantangan
ekonomi, lingkungan, dan teknis di wilayah pesisir,
isu ketidakpedulian terdidik masih jarang dibahas
secara mendalam. Padahal, kelompok masyarakat
yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi
seharusnya dapat berperan sebagai agen perubahan
dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dan
lingkungan.

Pendekatan akuntansi perilaku memberikan
wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana
faktor-faktor  psikologis, sosial, dan budaya
memengaruhi pengambilan keputusan di komunitas
pesisir. Sayangnya, dalam banyak kasus, individu
yang memiliki pengetahuan lebih justru menjadi
hambatan dalam aksi kolektif karena berbagai
alasan, termasuk ketidakyakinan terhadap efektivitas
perubahan atau keterbatasan insentif yang
mendorong partisipasi aktif.

Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan
strategi yang tepat, seperti edukasi yang berbasis
kesadaran lingkungan, pemberian insentif bagi
perilaku proaktif, serta rehabilitasi berbasis alam
yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah
satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah
konsep ekonomi sirkular, yang tidak hanya
mengurangi  dampak lingkungan tetapi juga
mendorong perubahan perilaku dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah
di komunitas pesisir (Kristianto et al., 2022).
Dengan strategi ini, diharapkan komunitas pesisir
dapat lebih berdaya dalam mengatasi tantangan
lingkungan dan sosial yang mereka hadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpedulian
terdidik di komunitas pesisir melalui perspektif
akuntansi perilaku. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi hambatan psikologis, sosial, dan
ekonomi yang menghalangi partisipasi nelayan
terdidik dalam aksi kolektif, serta memberikan
rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong
kolaborasi dan keberlanjutan di komunitas pesisir.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis
dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini
memperkaya literatur tentang akuntansi perilaku
dalam konteks sosial-ekonomi komunitas pesisir,
sambil memberikan wawasan baru mengenai
hubungan antara pendidikan, kepercayaan sosial,
dan perilaku Kkolektif. Secara praktis, penelitian ini
menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku

kepentingan untuk merancang kebijakan
pemberdayaan  masyarakat  pesisir.  Dengan
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demikian, penelitian ini  diharapkan  menjadi
landasan strategis dalam mengatasi ketidakpedulian
terdidik  di  komunitas pesisir  sekaligus
memaksimalkan potensi kelautan Indonesia secara
berkelanjutan

2. TINJAUAN PUSTAKA
Ketidakpedulian terdidik

Ketidakpedulian terdidik adalah sikap di mana
seseorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan
luas memilih untuk tidak peduli atau bersikap apatis
terhadap isu-isu sosial, politik, atau kemanusiaan
(Diaz-Strong, 2025). Meskipun memahami masalah
yang ada, mereka tetap diam atau tidak mengambil
tindakan karena alasan kenyamanan, kepentingan
pribadi, atau keyakinan bahwa upaya mereka tidak
akan membawa perubahan yang berarti.

Teori Kemiskinan Struktural

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan
bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi
juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak
mendukung kesejahteraan masyarakat tertentu (Zhao
et al., 2022). Dalam konteks komunitas pesisir,
keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal, dan
teknologi menjadi faktor utama yang mempersulit
mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Teori Perilaku Ekonomi dan Akuntansi Perilaku
Akuntansi perilaku meneliti bagaimana faktor
psikologis, sosial, dan budaya memengaruhi
pengambilan keputusan ekonomi (Hanlon et al,
2022). Dalam konteks nelayan terdidik, keputusan
untuk tidak berpartisipasi dalam aksi kolektif dapat
dijelaskan melalui konsep bounded rationality, di
mana mereka lebih memilih keuntungan jangka
pendek dibandingkan investasi jangka panjang
dalam aksi kolektif (Kahneman & Tversky, 1979).

Teori Perubahan Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial
di komunitas dapat terjadi melalui proses internal
(kesadaran dan pendidikan) maupun eksternal
(kebijakan dan insentif ekonomi) (Avelino, 2021).
Dalam konteks penelitian ini, kebijakan rehabilitasi
mangrove dan pemberdayaan ekonomi nelayan
dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial
yang lebih inklusif.

3. METODOLOGI

Penelitian  ini  menggunakan pendekatan
Systematic Literature Review (SLR) untuk menggali
lebih dalam hubungan antara kemiskinan, perilaku
masyarakat pesisir, dan pengelolaan lingkungan
dalam perspektif akuntansi keperilakuan.
Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola dan
tren dari penelitian sebelumnya serta memberikan
sintesis temuan yang lebih sistematis.
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Sumber data utama terdiri dari jurnal ilmiah,
buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen
kebijakan terbaru yang relevan dengan topik
penelitian ini. Literatur dikumpulkan dari database
akademik terindeks seperti Scopus, Web of Science,
Google Scholar, dan JSTOR, dengan kata kunci
pencarian seperti “poverty and the environment”,
“pbehavioral accounting”, dan “plastic waste
management”. Untuk menjaga relevansi, artikel
yang digunakan berasal dari 5 tahun terakhir, kecuali
untuk grand theory yang masih relevan sebagai
dasar analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis
tematik, dengan mengidentifikasi dan
mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan
tema-tema utama, seperti (1) Faktor ekonomi dan
keterbatasan akses terhadap alternatif ramah
lingkungan ; (2) Pengaruh tingkat pendidikan dalam
membentuk perilaku konsumsi (3) Bias keputusan
dalam memilih produk berbasis biaya rendah; (4)
Efektivitas insentif ekonomi dalam mengubah
perilaku konsumsi

Dalam  konteks akuntansi  keperilakuan,
keputusan individu sering kali didasarkan pada
informasi yang tersedia serta pertimbangan biaya
dan manfaat jangka panjang (de Bruijn & Antonides,
2022). Namun, keterbatasan ekonomi di komunitas
pesisir  membuat  keputusan lebih  banyak
dipengaruhi oleh biaya langsung yang lebih rendah,
meskipun ada kesadaran akan dampak lingkungan
dari penggunaan plastik sekali pakai. Oleh karena
itu, sintesis temuan dari berbagai literatur ini
diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam
dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan
berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah
masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan
tinggi terhadap plastik sekali pakai. Data yang
dikumpulkan melalui kajian literatur dianalisis
menggunakan pendekatan akuntansi keperilakuan,
untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
ketidakpedulian masyarakat terhadap isu lingkungan
serta kemungkinan intervensi yang dapat diterapkan
untuk mengubah pola konsumsi mereka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidakpedulian Terhadap Pengelolaan Sumber
Daya Alam di Komunitas Pesisir

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan sumber
daya alam di komunitas pesisir merupakan masalah
mendasar yang mempengaruhi  keberlanjutan
lingkungan di kawasan tersebut. Masyarakat pesisir
sering kali kurang terlibat dalam upaya pelestarian
lingkungan, baik karena kurangnya pemahaman
maupun ketidakmampuan untuk mengakses solusi
yang lebih ramah lingkungan (Etim, 2024). Untuk
memahami  lebih  lanjut  faktor-faktor  yang
memperburuk masalah ini, penting untuk menelusuri
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bagaimana pendekatan pembangunan yang tidak
melibatkan partisipasi aktif masyarakat berperan
dalam memperparah ketidakpedulian ini.

Fenomena ketidakpedulian masyarakat terdidik
di wilayah pesisir terhadap pengelolaan sumber daya
alam secara berkelanjutan merupakan isu yang
kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari
perspektif akuntansi keperilakuan (Septanti et al.,
2023). Masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan
kelompok adat, memiliki pengetahuan lokal yang
kaya dan hubungan erat dengan ekosistem alam
(Vierros et al., 2020). Namun, partisipasi mereka
dalam program pengelolaan lingkungan seringkali
terbatas (Dias et al., 2020; Gomez & Maynou, 2021;
Burgos-Ayala et al., 2022).

Dari  perspektif  akuntansi  keperilakuan,
perilaku ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara
faktor psikologis, sosial, dan budaya (Hanlon et al.,
2020). Salah satu teori utama yang relevan adalah
Theory of Planned Behavior, yang mengemukakan
bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sikap,
norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku
(Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, sikap masyarakat
pesisir terhadap pengelolaan sumber daya sering kali
dipengaruhi oleh pengalaman buruk dengan
kebijakan sebelumnya yang tidak memberikan hasil
sesuai ekspektasi (Gerungan et al., 2024). Norma
sosial di komunitas juga berperan, di mana
ketidakpercayaan terhadap institusi pengelola
menciptakan resistensi kolektif terhadap partisipasi
dalam program berkelanjutan (Jasmin, 2024).

Selain itu, teori Behavioral Decision-Making
memberikan wawasan tentang bagaimana
ketidakpastian manfaat jangka panjang dan persepsi
risiko  memengaruhi  pengambilan  keputusan
(Tversky & Kahneman, 1974). Dalam situasi
komunitas pesisir, keputusan untuk tidak terlibat
dalam aksi kolektif sering kali didasarkan pada
heuristik dan bias kognitif, seperti keengganan
kehilangan (loss aversion) atau fokus pada hasil
jangka pendek vyang lebih pasti (Wade &
Biedenweg, 2024).  Faktor-faktor ini  dapat
menjelaskan mengapa  masyarakat  terdidik,
meskipun memiliki akses lebih besar terhadap
informasi, tetap ragu untuk berpartisipasi (Voo et al.,
2021).

Perilaku masyarakat terdidik di komunitas
pesisir menunjukkan bahwa pendidikan formal saja
tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran ekologis
(Zikargae et al, 2022). Akuntansi keperilakuan
menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal
dan pendekatan berbasis konteks dalam mengubah
pola perilaku (Demirci et al., 2024). Teori Social
Learning (Bandura, 1977) juga relevan, yang
menyatakan  bahwa individu belajar melalui
observasi dan interaksi sosial. Dalam hal ini,
intervensi yang melibatkan tokoh masyarakat atau
kelompok panutan lokal dapat lebih efektif dalam
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memengaruhi perilaku kolektif (Falah & Aptasari,
2023).

Dengan memahami bahwa keputusan ekonomi
masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-
monetary seperti kepercayaan sosial dan persepsi
risiko, akuntansi  keperilakuan menawarkan
pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam
merancang kebijakan (Ali & Hasan, 2024).
Misalnya, pendekatan Participatory Budgeting
dalam konteks pengelolaan lingkungan dapat
meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan
masyarakat terhadap program yang dirancang (Buele
et al, 2020). Langkah ini memungkinkan
pemerintah dan pemangku kepentingan untuk
memahami motivasi dasar yang menghambat
partisipasi masyarakat terdidik dan memprioritaskan
strategi yang berorientasi pada kebutuhan lokal.

Dampak Pembangunan Pesisir dengan
Pendekatan Top-Down dalam Perspektif
Akuntansi Keperilakuan

Konsep ketidakpedulian terdidik dan perspektif
akuntansi  keperilakuan  memberikan  kerangka
analitis yang relevan untuk memahami dampak
pendekatan top-down dalam pembangunan pesisir.
Ketidakpedulian terdidik terjadi ketika individu
berpengetahuan tetap pasif terhadap isu lingkungan
akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan
konteks lokal atau melibatkan masyarakat (Diaz-
Strong, 2025). Dalam konteks ini, pendekatan top-
down yang sering diterapkan di kawasan pesisir,
menciptakan  ketidakselarasan  antara  pihak
pengambil keputusan (principal) dan masyarakat
lokal (agent), sebagaimana dijelaskan dalam teori
agency (Budianto et al., 2023).

Masyarakat yang merasakan alienasi dari
kebijakan tersebut menjadi enggan terlibat dalam
program-program lingkungan, meskipun mereka
memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan
berkelanjutan (Putra et al., 2023). Ketidakpedulian
ini muncul bukan karena kurangnya pengetahuan,
melainkan  karena minimnya rasa kepemilikan
terhadap kebijakan yang dianggap jauh dari
kebutuhan lokal (Yaslan et al., 2023).

Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan,
ketidakpedulian terdidik juga dipengaruhi oleh bias
kognitif. Bias kognitif tersebut seperti status quo
bias, yang membuat masyarakat mempertahankan
praktik lama, dan temporal discounting (Hertwig et
al., 2024), di mana masyarakat lebih memilih
keuntungan jangka pendek seperti peningkatan
pendapatan melalui eksploitasi sumber daya alam
dibandingkan manfaat jangka panjang seperti
pelestarian lingkungan (Aptasari et al., 2024a).
Dalam kasus pembangunan pesisir, fokus pada
eksploitasi sumber daya untuk hasil ekonomi
langsung sering kali mengabaikan manfaat non-
finansial, seperti keberlanjutan ekosistem atau
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kualitas hidup jangka panjang (Aptasari et al,
2024b).

Pendekatan top-down  juga  seringkali
mengabaikan dimensi akuntansi sosial, yaitu
pentingnya  pengungkapan transparansi dan
akuntabilitas  dalam  pengambilan  keputusan.
Masyarakat lokal yang tidak dilibatkan dalam
pengelolaan sumber daya alam merasa bahwa
kebijakan tersebut bukan bagian dari tanggung
jawab  mereka, sehingga mereka cenderung
mengabaikan dampaknya (Marasabessy, 2018).
Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi
dalam perencanaan program menjadi penting untuk
membangun kepercayaan dan  mengurangi
disengagement (Lathifah et al., 2024).

Selain itu, teori Common-Pool Resource (CPR)
menunjukkan bahwa pengelolaan kolektif, dengan
keterlibatan aktif masyarakat lokal, lebih efektif
dibandingkan pendekatan top-down yang hierarkis
(van Klingeren & de Graaf, 2021). Akuntansi
keperilakuan menyoroti bahwa prinsip partisipatif
tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi
juga mengintegrasikan motivasi intrinsik masyarakat
untuk melestarikan sumber daya alam (Alhasnawi et
al., 2023). Dalam pendekatan ini, masyarakat
terdidik dapat menjadi agen perubahan, tetapi hanya
jika mereka dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan (Marasabessy et al., 2023).

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak
negatif pendekatan top-down, diperlukan perubahan
paradigma menuju co-management, di mana
masyarakat  lokal  diberikan  ruang  untuk
berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan
sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya
meningkatkan akuntabilitas sosial, tetapi juga
mendorong masyarakat terdidik untuk berpartisipasi
aktif, mengurangi fenomena  ketidakpedulian
terdidik, dan menciptakan pembangunan yang lebih
inklusif dan berkelanjutan (Njifonjou et al., 2006).

Peran Pendidikan dan
Masyarakat  dalam  Perspektif
Keperilakuan

Konsep ketidakpedulian terdidik sangat relevan
dalam memahami tantangan pendidikan dan
pemberdayaan masyarakat pesisir terkait
pengelolaan sumber daya alam (Md et al., 2022).
Ketidakpedulian terdidik merujuk pada kondisi di
mana individu atau kelompok yang memiliki tingkat
pendidikan tertentu tetap pasif atau tidak mengambil
tindakan terhadap isu lingkungan (Suryawan et al.,
2024). Dalam perspektif akuntansi keperilakuan,
kondisi ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara
faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang
memengaruhi pengambilan keputusan (Constantino
etal., 2021).

Meskipun masyarakat pesisir yang terdidik
memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan

Pemberdayaan
Akuntansi
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tentang pentingnya keberlanjutan, keputusan mereka
sering dipengaruhi oleh present bias, sebagaimana
dijelaskan dalam teori Behavioral Economics (Wade
& Biedenweg, 2024). Bias ini membuat masyarakat
lebih mengutamakan manfaat langsung, seperti
kemudahan atau keuntungan ekonomi jangka
pendek, daripada dampak jangka panjang seperti
pelestarian lingkungan (Aptasari et al., 2024a).
Ketidakpedulian ini juga dapat diperburuk oleh
kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan atau
program yang dirancang secara hierarkis tanpa
partisipasi masyarakat lokal.

Dari  perspektif akuntansi  keperilakuan,
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat
menjadi alat strategis untuk mengatasi bias ini. Teori
Social Learning (Bandura, 1977) menyoroti bahwa
perubahan perilaku dapat terjadi melalui interaksi
sosial dan observasi. Dalam konteks masyarakat
pesisir, pendidikan berbasis komunitas yang
melibatkan  praktik nyata dalam pengelolaan
ekosistem pesisir dapat mendorong masyarakat
untuk mengadopsi pola pikir keberlanjutan (Vasseur,
2021). Selain itu, penguatan peer accountability
melalui  pendekatan partisipatif, seperti co-
management, meningkatkan tekanan sosial positif
untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap
sumber daya alam (Ortiz-Riomalo et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat juga terkait erat
dengan akuntansi partisipatif, di mana keterlibatan
masyarakat ~ dalam  pengambilan  keputusan
membantu mengatasi disengagement dan
meningkatkan rasa tanggung jawab  Kkolektif
(Lehtonen & Radzik-Maruszak, 2024). Dengan
pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi
penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang
berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam
(Litvinenko et al., 2022). Akuntansi keperilakuan
mendukung penerapan sistem penghargaan atas
kontribusi  kolektif untuk memotivasi perilaku
berkelanjutan (Chen et al., 2021).

Pendidikan yang relevan dan berbasis pada
kebutuhan lokal juga membantu masyarakat
memahami nilai keberlanjutan dari perspektif yang
lebih luas (Ferguson et al., 2021). Dalam hal ini,
pengembangan sektor ekowisata menjadi salah satu
implementasi praktis yang dapat memperkuat
kesadaran masyarakat (Huang et al., 2022). Sektor
ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi
juga menekankan pentingnya konservasi lingkungan
sebagai aset utama (Samal & Dash, 2023). Dengan
demikian, masyarakat mulai melihat keberlanjutan
sebagai bagian integral dari kesejahteraan mereka
sendiri (Mustofa et al., 2022).

Melalui pendidikan dan pemberdayaan yang
dirancang dengan pendekatan berbasis akuntansi
keperilakuan, ketidakpedulian terdidik dapat diatasi
secara bertahap. Pendekatan ini membantu
masyarakat pesisir menginternalisasi nilai-nilai

56



JURNAL MANEKSI VOL 14, NO. 01, MARET 2025

keberlanjutan, mengubah pola pikir mereka, dan
meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan
sumber daya alam yang lebih inklusif dan
berkelanjutan.

Peran Ekowisata dalam
Berkelanjutan di Kawasan Pesisir

Ekowisata merupakan alternatif yang dapat
memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung
pelestarian lingkungan (Aseres & Sira, 2020).
Dalam hal ini, pemahaman tentang keberlanjutan
lingkungan perlu diterapkan secara lebih luas
melalui model ekowisata yang berbasis pada
keterlibatan masyarakat (Sobhani et al., 2022).
Namun, efektivitas ekowisata dalam meningkatkan
pengelolaan sumber daya alam pesisir sangat
dipengaruhi oleh faktor sosial yang mempengaruhi
keputusan individu dalam mendukung inisiatif
tersebut (Rahman et al., 2021).

Ekowisata di kawasan pesisir menawarkan
potensi besar sebagai instrumen pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan (Casimiro et al.,
2023). Dalam perspektif akuntansi keperilakuan,
peran ekowisata dapat dianalisis melalui interaksi
antara nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang
memengaruhi perilaku masyarakat lokal, wisatawan,
dan pemangku kepentingan lainnya (Lee et al,
2021). Keindahan ekosistem pesisir, seperti terumbu
karang, mangrove, dan pantai, merupakan aset yang
bernilai tinggi, tetapi keberlanjutannya bergantung
pada cara masyarakat dan wisatawan memahami
serta menghargai batas daya dukung kawasan
tersebut.

Dari sisi akuntansi keperilakuan, penerapan
prinsip nudging menjadi relevan dalam mendorong
perilaku konservasi (Zhang et al,, 2022). Misalnya,
penyediaan informasi yang jelas tentang dampak
aktivitas pariwisata terhadap ekosistem, atau
pemberian insentif bagi wisatawan yang memilih
layanan ramah lingkungan, dapat membantu
membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab.
Strategi ini dapat memperkuat pengambilan
keputusan yang tidak hanya mengutamakan manfaat
ekonomi jangka pendek tetapi juga
mempertimbangkan kelestarian sumber daya jangka
panjang.

Konsep ekowisata juga melibatkan elemen
penting dari teori stakeholder accountability, yang
menekankan tanggung jawab bersama antara
masyarakat lokal, pengelola pariwisata, dan
pemerintah dalam menjaga ekosistem pesisir (Chan
et al, 2021). Pengaturan zonasi yang terintegrasi,
seperti pembatasan jumlah pengunjung atau
penetapan area konservasi, memerlukan kolaborasi
erat yang Dberlandaskan  transparansi  dan
akuntabilitas (Castrejon et al., 2024). Dalam konteks
ini, akuntansi keperilakuan membantu merancang
sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya berbasis

Pengelolaan
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indikator ekonomi tetapi juga mencakup dimensi
sosial dan lingkungan.

Selain itu, pendidikan lingkungan melalui
aktivitas  ekowisata dapat berfungsi sebagai
mekanisme social learning yang efektif (Vinodan &
Meera, 2024). Dengan melibatkan wisatawan dan
masyarakat lokal dalam program konservasi, seperti
penanaman mangrove atau pemantauan terumbu
karang, ekowisata dapat meningkatkan kesadaran
ekologis dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya
alam. Teori intrinsic motivation dalam akuntansi
keperilakuan menekankan pentingnya penghargaan
non-monetary, seperti pengakuan sosial, untuk
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya
konservasi (Muhamad et al., 2024).

Pentingnya pengelolaan daya dukung kawasan
juga dapat dijelaskan melalui pendekatan bounded
rationality, di mana keterbatasan informasi dan
pemahaman masyarakat sering kali menyebabkan
pengambilan keputusan yang kurang optimal (Zou &
Ma, 2021). Dengan menyediakan data yang mudah
dipahami, seperti kapasitas lingkungan dan dampak
ekonomi jangka panjang, masyarakat dan pemangku
kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih
baik terkait pengelolaan ekowisata.

Melalui  pendekatan  berbasis  akuntansi
keperilakuan, ekowisata di kawasan pesisir dapat
dirancang tidak hanya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga untuk
menjaga kelestarian ekosistem. Kolaborasi antara
masyarakat, wisatawan, dan pemerintah dengan
dukungan sistem akuntansi yang partisipatif menjadi
kunci dalam memastikan keberlanjutan ekowisata
dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan
pesisir.

Peran Kemiskinan dalam Pembentukan
Ketidakpedulian terhadap Isu Lingkungan

Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan
sering kali dikaitkan dengan keterbatasan ekonomi
yang menyebabkan masyarakat lebih
memprioritaskan  kebutuhan dasar dibandingkan
keberlanjutan lingkungan. Di masyarakat pesisir,
ketergantungan pada plastik sekali pakai menjadi
permasalahan utama yang diperparah oleh
rendahnyatingkat pendidikan dan keterbatasan akses
terhadap alternatif yang lebih ramah lingkungan
(Aptasari et al, 2024a). Dalam konteks ini,
"ketidakpedulian terdidik" mengacu pada individu
yang memiliki kesadaran akan dampak negatif
konsumsi plastik tetapi tetap mempertahankan
kebiasaan tersebut karena keterbatasan ekonomi,
kurangnya akses ke solusi yang terjangkau, serta
minimnya insentif yang mendorong perubahan
perilaku (Zhang et al., 2022; Gossling & Dolnicar,
2022).

Dalam konteks akuntansi keperilakuan, peran
kemiskinan dalam pembentukan ketidakpedulian
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terhadap isu lingkungan, khususnya terkait dengan
pengelolaan sampah plastik, dapat dianalisis melalui
teori perilaku yang menjelaskan bagaimana faktor
ekonomi mempengaruhi keputusan individu atau
kelompok dalam mengambil tindakan yang
berkaitan dengan lingkungan (de Bruijn &
Antonides, 2022). Kemiskinan yang tinggi di daerah
pesisir menciptakan tekanan ekonomi yang
signifikan pada individu, memaksa mereka untuk
memprioritaskan  kebutuhan  dasar  sehari-hari
ketimbang memperhatikan dampak jangka panjang
dari perilaku konsumsi mereka terhadap lingkungan.

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu
sering kali membuat Kkeputusan berdasarkan
informasi yang mereka miliki dan seberapa besar
perhatian mereka terhadap biaya dan manfaat jangka
panjang. Dalam hal ini, keterbatasan ekonomi di
daerah pesisir menyebabkan masyarakat lebih
cenderung mengambil keputusan berdasarkan biaya
langsung yang lebih rendah, seperti menggunakan
produk sekali pakai atau alternatif yang lebih murah,
meskipun mereka tahu bahwa solusi ini akan
menambah masalah lingkungan. Keterbatasan ini
mengarah pada fenomena "decision bias" di mana
individu cenderung mengabaikan konsekuensi
jangka panjang akibat pengaruh tekanan ekonomi
saat ini.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat pendidikan
juga berperan dalam membentuk perilaku ini.
Akuntansi  keperilakuan  menjelaskan  bahwa
ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang
dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan
sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan
informasi, yang mengarah pada pengambilan
keputusan yang tidak optimal dari perspektif
lingkungan.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam
penelitian  oleh  Jambeck et al.  (2015),
ketidakpedulian terhadap isu ini mencerminkan
kegagalan dalam mempertimbangkan eksternalitas
negatif, yang pada gilirannya mempengaruhi
perilaku masyarakat untuk tidak melakukan tindakan
yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan
sampah.

Di sisi lain, teori konsumsi materialistis yang
dikemukakan oleh Bauman dapat membantu
menjelaskan fenomena ini. Dalam masyarakat yang
terhimpit oleh kemiskinan, individu cenderung
mencari solusi yang praktis dan instan untuk
memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka
tahu bahwa pilihan tersebut berpotensi merugikan
lingkungan (Atanasova & Eckhardt, 2021). Dalam
hal ini, keputusan untuk mengonsumsi barang-
barang yang murah dan cepat habis, tanpa
mempertimbangkan keberlanjutannya, adalah hasil
dari sebuah "trade-off' antara keuntungan jangka
pendek dan kerugian jangka panjang yang tidak
terukur atau kurang dipahami oleh individu.
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Berdasarkan  pemahaman ini, akuntansi
keperilakuan memberikan ~ wawasan bahwa
perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah
plastik ~di  masyarakat pesisir  memerlukan
pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya
mencakup penyuluhan dan pendidikan, tetapi juga
perubahan dalam kebijakan ekonomi yang dapat
memberikan insentif bagi perilaku yang lebih ramah
lingkungan.

Resistensi terhadap Perubahan Perilaku

Resistensi  terhadap perubahan perilaku
merupakan  tantangan  besar dalam upaya
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan
meningkatkan pengelolaan sampah (Mathew et al.,
2023). Hal ini berkaitan erat dengan kecenderungan
individu untuk mempertahankan kebiasaan lama
meskipun ada alternatif yang lebih ramah
lingkungan. Dari perspektif akuntansi keperilakuan,
resistensi ini seringkali disebabkan oleh biaya
kognitif yang tinggi dan perasaan tidak nyaman yang
muncul ketika individu dihadapkan pada perubahan
yang memerlukan usaha ekstra (Repenning et al.,
2021). Oleh karena itu, pendekatan berbasis
pendidikan dan insentif menjadi sangat penting
dalam mengatasi resistensi ini.

Dalam  konteks akuntansi  keperilakuan,
resistensi terhadap perubahan perilaku, khususnya
terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,
dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang
bagaimana faktor ekonomi, kebiasaan, dan insentif
mempengaruhi keputusan individu dalam
masyarakat pesisir. Dalam hal ini, resistensi
terhadap perubahan perilaku bukan hanya masalah
kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif
plastik terhadap lingkungan, tetapi juga berkaitan
dengan faktor psikologis dan ekonomi yang
membentuk pola perilaku sehari-hari (Tang, 2023).

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu
sering kali lebih cenderung untuk mempertahankan
perilaku yang sudah terbiasa, meskipun mereka
mengetahui  konsekuensi  negatifnya.  Dalam
masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan
ekonomi, penggunaan plastik sekali pakai dianggap
sebagai solusi praktis yang lebih murah dan efisien
dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari
perspektif akuntansi keperilakuan, ini
menggambarkan ~ "status quo  bias", yaitu
kecenderungan untuk mempertahankan kondisi atau
kebiasaan yang ada meskipun ada alternatif yang
lebih baik dalam jangka panjang, karena perubahan
memerlukan usaha dan sumber daya yang seringkali
tidak tersedia (Godefroid et al., 2024).

Teori perubahan sosial memiliki relevansi yang
besar dalam konteks ini, khususnya dalam
memahami bagaimana perubahan perilaku
masyarakat dapat tercapai. Perubahan tersebut
memerlukan dorongan yang kuat, baik melalui
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informasi yang lebih baik, insentif ekonomi, maupun
kebijakan yang mendukung transformasi perilaku
tersebut. Dalam perspektif akuntansi keperilakuan,
untuk mengubah perilaku konsumsi plastik,
masyarakat membutuhkan insentif yang jelas dan
terjangkau. Insentif ini bisa berupa subsidi bagi
alternatif ramah lingkungan atau kebijakan yang
memberikan penghargaan kepada mereka yang
menunjukkan perilaku lebih bertanggung jawab
terhadap lingkungan (Avelino, 2021). Tanpa insentif
yang memadai, masyarakat cenderung akan tetap
mempertahankan pola konsumsi plastik yang tidak
ramah lingkungan.

Salah satu tantangan besar dalam mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai dan memperbaiki
pengelolaan sampah adalah resistensi terhadap
perubahan perilaku. Hal ini sering kali disebabkan
oleh biaya kognitif yang tinggi dan rasa
ketidaknyamanan yang muncul saat individu
dihadapkan pada perubahan yang memerlukan usaha
ekstra (Repenning et al., 2021). Dari sudut pandang
akuntansi keperilakuan, resistensi ini tidak hanya
muncul karena kebiasaan yang sudah mendarah
daging, tetapi juga karena adanya persepsi bahwa
perubahan memerlukan usaha yang lebih besar.

Fenomena ini lebih terasa di kalangan
masyarakat pesisir dengan keterbatasan ekonomi, di
mana penggunaan plastik sekali pakai dianggap
sebagai solusi yang lebih praktis, murah, dan efisien
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah
contoh dari "status quo bias", yaitu kecenderungan
untuk mempertahankan kebiasaan lama meskipun
ada alternatif yang lebih baik dalam jangka panjang
(Godefroid et al., 2024). Menghadapi kenyataan ini,
dibutuhkan insentif ekonomi yang kuat serta
kebijakan yang memberikan penghargaan bagi
perilaku lebih ramah lingkungan agar masyarakat
mau beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan
(Avelino, 2021).

Resistensi terhadap perubahan ini juga
dipengaruhi  oleh "cognitive  dissonance",
ketidaknyamanan yang timbul ketika individu
mengetahui bahwa perilaku mereka tidak sesuai
dengan pengetahuan atau keyakinan mereka (Tretter
& Loffler-Stastka, 2024). Dalam konteks ini,
meskipun masyarakat pesisir menyadari dampak
negatif plastik terhadap lingkungan, mereka
mungkin memilih untuk mengabaikan pengetahuan
tersebut karena tidak ada insentif yang cukup kuat
untuk mengubah kebiasaan mereka yang sudah
terbangun. Kebiasaan menggunakan plastik sekali
pakai menjadi lebih mudah karena biaya dan usaha
untuk mengubah kebiasaan tersebut terlalu tinggi
dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Teori peran tradisional juga memberikan
wawasan penting dalam analisis ini. Peran
perempuan dalam keluarga di masyarakat pesisir,
yang sering kali berfokus pada efisiensi dan
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kenyamanan rumah tangga, mendorong penggunaan
plastik sekali pakai sebagai solusi praktis yang
mudah dan murah (Dalyan et al., 2024). Dari sudut
pandang akuntansi keperilakuan, ini mencerminkan
keputusan berbasis biaya langsung, di mana pilihan
yang paling mudah dan murah (seperti
menggunakan plastik sekali pakai) seringkali dipilih
meskipun ada dampak negatif jangka panjang
terhadap lingkungan. Hal ini menggambarkan
perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh tekanan
ekonomi dan peran sosial.

Untuk mengatasi resistensi ini, pendekatan
dalam akuntansi keperilakuan harus melibatkan
lebih dari sekadar pemberian informasi atau
pendidikan. Dibutuhkan pendekatan yang berbasis
insentif yang dapat mengurangi biaya jangka pendek
dari perubahan perilaku, seperti pengurangan biaya
untuk produk ramah lingkungan atau pemberian
penghargaan bagi perilaku yang lebih bertanggung
jawab. Di samping itu, peningkatan kapasitas
masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
tentang manfaat jangka panjang dari mengurangi
penggunaan plastik dan pentingnya pengelolaan
sampah dapat membantu mengurangi ketidaktahuan
yang sering kali menjadi penghalang bagi perubahan
perilaku yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif akuntansi
keperilakuan, perubahan perilaku terkait penggunaan
plastik sekali pakai di masyarakat pesisir
membutuhkan kombinasi antara pendidikan, insentif
ekonomi, dan perubahan kebijakan yang dapat
mengurangi hambatan yang ada, baik dari sisi
ekonomi, kebiasaan, maupun peran sosial yang
mempengaruhi perilaku individu.

Upaya Pemberdayaan dan Pendidikan
Masyarakat untuk Mengurangi Penggunaan
Plastik Sekali Pakai

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi
masalah Kketergantungan pada plastik sekali pakai,
pemberdayaan  dan  pendidikan = masyarakat
merupakan upaya Yyang sangat diperlukan
(Shamsuddoha et al., 2024). Pendekatan ini harus
melibatkan  peningkatan  kapasitas masyarakat
melalui  pelatihan dan penyuluhan berbasis
komunitas, serta memberikan insentif ekonomi
untuk mengurangi hambatan dalam mengadopsi
solusi ramah lingkungan (Gilmer et al., 2021).

Selain itu, tantangan  utama  dalam
implementasi  program  pemberdayaan adalah
rendahnya tingkat pendidikan kepala desa dan
masyarakat pesisir, yang menghambat pengambilan
keputusan berbasis informasi (Diansari et al., 2023).
Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas
kepala desa melalui pelatihan dan edukasi agar
mereka dapat merancang kebijakan yang lebih
efektif dalam mendukung perubahan perilaku
masyarakat.
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Dalam konteks akuntansi keperilakuan, upaya
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir
mengenai penggunaan alternatif ramah lingkungan
dan pengelolaan sampah plastik dapat dipahami
sebagai suatu tantangan yang melibatkan perubahan
perilaku. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan
faktor eksternal seperti insentif atau kebijakan, tetapi
juga dengan faktor internal yang mempengaruhi
keputusan individu, seperti pengetahuan, motivasi,
dan hambatan psikologis atau ekonomi. Oleh karena
itu, pemberdayaan dan pendidikan masyarakat
melalui program yang didanai oleh dana desa
menjadi penting, namun menghadapi tantangan yang
perlu  dipahami  dalam kerangka akuntansi
keperilakuan (Diansari et al., 2023).

Menurut teori akuntansi keperilakuan, individu
dan kelompok sering kali membuat keputusan
berdasarkan motivasi yang terpengaruh oleh insentif
ekonomi dan persepsi mereka tentang biaya dan
manfaat (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, jika
masyarakat pesisir melihat perubahan perilaku
sebagaisesuatu yang memerlukan usahaekstra tanpa
memberikan keuntungan langsung yang nyata,
mereka mungkin enggan berpartisipasi. Mengingat
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kepala
desa, pengambilan keputusan berbasis informasi
menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan tersebut.
Masyarakat yang kurang teredukasi mungkin kurang
memahami dampak jangka panjang dari penggunaan
plastik sekali pakai, sehingga mereka lebih
cenderung mempertahankan perilaku lama karena
"status quo bias", atau kecenderungan untuk tetap
menggunakan solusi yang sudah terbiasa, meskipun
ada alternatif yang lebih baik (Hertwig et al., 2024).

Pemberdayaan dan pendidikan  dapat
membantu  mengatasi hambatan ini dengan
menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai
manfaat jangka panjang dari penggunaan alternatif
ramah lingkungan, seperti pengurangan biaya jangka
panjang atau peningkatan kualitas hidup. Dalam
konteks akuntansi keperilakuan, pendekatan ini bisa
disebut sebagai intervensi berbasis informasi yang
bertujuan  untuk  mengurangi  ketidaktahuan
masyarakat tentang biaya sosial dan lingkungan dari
perilaku mereka. Namun, untuk mencapai perubahan
nyata, insentif yang lebih konkret juga diperlukan
agar masyarakat merasa perubahan ini memberikan
keuntungan langsung yang nyata.

Tantangan utama dalam implementasi program
pemberdayaan yang melibatkan pengurangan
penggunaan plastik sekali pakai adalah rendahnya
tingkat pendidikan kepala desa dan masyarakat.
Sebagai pemangku kebijakan yang berada di level
lokal, kepala desa memiliki peran penting dalam
merencanakan  dan melaksanakan ~ program
pembangunan yang berdampak. Namun, jika mereka
memiliki keterbatasan pengetahuan atau
keterampilan dalam merencanakan program yang
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berkelanjutan, maka keputusan mereka untuk
mengalokasikan dana desa mungkin tidak cukup
optimal. Hal ini menciptakan "decision bias", yaitu
kecenderungan untuk mengutamakan program yang
lebih  mudah dipahami dan lebih langsung
memberikan  hasil fisik, seperti pembangunan
infrastruktur, daripada program yang lebih abstrak
atau memerlukan perubahan perilaku jangka panjang
(Wade & Biedenweg, 2024).

Selain itu, preferensi masyarakat yang lebih
memilih program pembangunan fisik dibandingkan
pemberdayaan sosial merupakan hambatan yang
tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bagaimana
perilaku  konsumsi materialistis dan cognitive
dissonance dapat mempengaruhi pilihan mereka, di
mana masyarakat lebih memilih hal-hal yang tampak
langsung dan nyata, seperti pembangunan
infrastruktur, ketimbang investasi dalam program
yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Dari
perspektif  akuntansi  keperilakuan, hal ini
mencerminkan keterbatasan dalam kapasitas mental
untuk menilai keuntungan jangka panjang, yang
seringkali menjadi hambatan dalam penerapan
program-program berbasis pengurangan sampah
atau keberlanjutan.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang lebih
holistik dan sistematis diperlukan. Akuntansi
keperilakuan mengajarkan bahwa selain pendidikan
dan pemberdayaan, program pemberdayaan juga
harus mencakup insentif ekonomi dan psikologis
yang dapat memotivasi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam perubahan perilaku. Misalnya,
menyediakan alternatif yang terjangkau dan mudah
diakses, serta memberikan penghargaan atau
pengakuan bagi masyarakat yang berhasil
mengurangi penggunaan plastik, dapat
meningkatkan motivasi mereka. Di sisi lain,
meningkatkan  kapasitas kepala desa melalui
pelatinan dan pendidikan yang lebih tinggi akan
membantu mereka merancang dan melaksanakan
kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong
perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di
masyarakat pesisir, pendekatan berbasis pendidikan,
pemberdayaan, insentif, dan peningkatan kapasitas
merupakan langkah penting. Namun, hal ini harus
diimbangi dengan pemahaman tentang bagaimana
faktor ekonomi, psikologis, dan sosial membentuk
keputusan perilaku masyarakat, agar intervensiyang
dilakukan  lebih  efektif dalam menciptakan
perubahan yang diinginkan.

5.  PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya alam di komunitas
pesisir Indonesia memerlukan pendekatan yang
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inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran
aktif masyarakat, terutama nelayan yang terdidik.
Tantangan utama dalam perubahan perilaku, seperti
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi,
kebiasaan, dan peran sosial dalam masyarakat. Oleh
karena itu, pendekatan yang berbasis pada akuntansi
keperilakuan menjadi sangat penting, dengan
mempertimbangkan  hambatan  psikologis  dan
ekonomi yang ada dalam mendorong perubahan
perilaku tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan
bahwa faktor ekonomi, psikologis, dan sosial
memiliki peran yang sangat signifikan dalam
membentuk perilaku konsumsi plastik di kalangan
masyarakat pesisir. Salah satu fenomena yang
ditemukan adalah ketidakpedulian terdidik, di mana
meskipun individu sudah menyadari dampak negatif
dari konsumsi plastik, mereka tetap
mempertahankan kebiasaan tersebut akibat tekanan
ekonomi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk
mencapai perubahan yang lebih efektif, diperlukan
strategi berbasis akuntansi keperilakuan yang tidak
hanya memperhitungkan hambatan psikologis, tetapi
juga tantangan ekonomi yang memengaruhi
keputusan masyarakat dalam mengubah perilaku
konsumsi plastik mereka.

5.2. Saran

Untuk mewujudkan pengelolaan pesisir yang
lebih baik, langkah pertama yang perlu diambil
adalah meningkatkan pemberdayaan dan pendidikan
masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilakukan melalui
pelatihan yang relevan serta pemberian insentif
ekonomi yang jelas, sehingga masyarakat memiliki
motivasi dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif
dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Selain itu, kebijakan pembangunan pesisir
harus didasarkan pada prinsip transparansi,
partisipasi, dan  co-management.  Penerapan
pendekatan ini akan memperkuat rasa kepemilikan
masyarakat terhadap kebijakan yang ada, sehingga
mereka merasa lebih bertanggung jawab dan terlibat
langsung  dalam  keputusan-keputusan yang
memengaruhi lingkungan mereka.

Pendekatan holistik yang mencakup aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan juga sangat penting.
Dengan memperhatikan ketiga dimensi ini secara
seimbang, pembangunan pesisir akan menjadi lebih
inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta
membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan
pelestarian ekosistem.

Selain itu, kebijakan berbasis co-management
perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan
berbasis pada Scientific Learning Resources (SLR),
kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif dalam
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mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan,
menciptakan pengelolaan pesisir yang lebih baik dan
bermanfaat dalam jangka panjang.
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